KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025
DS:4333-1600-0140-0282

NOMOR : SP DIPA-134.01-0/2025

A. DASAR HUKUM :

1.
2.

3.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 134 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. UNIT ORGANISASI : 134.01 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
3. PAGU : Rp.139.727.234.000

(SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1.
2.
3.

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

1o}

[ore:

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001

*Dokumen ini telah di tandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-134.01-0/2025
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4333-1600-0140-0282

Halaman : 1 dari 4

A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU

134 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

01 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Rp.139.727.234.000

(SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

1. PROGRAM

2. SASARAN STRATEGIS K/L

3. FUNGSI
SUB FUNGSI
4. PRIORITAS NASIONAL
NON PRIORITAS NASIONAL

134.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

134.01.WA Program Dukungan Manajemen

01 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup, Kemandirian sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan kebijakan dan koordinasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat.

02 Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

01 PELAYANAN UMUM

0103 PELAYANAN UMUM

06 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

(dalam ribuan rupiah)

20.546.235
119.180.999

139.727.234
139.727.234

6.500.000
133.227.234




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS-4333-1600-0140-0282

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-134.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 2 dari 4
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
134.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 20.546.235

SPO1 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan
Pekerja Migran
IKPO1| Jumlah Kajian dan Telaahan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran 1 Kajian dan telaahan

SP02 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

IKPO1] Kajian dan Telaahan dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial 1 Kajian dan telahaan

SP03 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan
Daerah Tertentu

IKPO1| Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu 1 Rekomendasi
Alternatif Kebijak
SP04 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan

IKPO1| Jumlah Kajian dan Telaahan di Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan 2 Kajian dan
Telaahan
SP0O5 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan
Akses
IKPO1| Jumlah Kajian dan Telaahan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses 1 Kajian dan
Telaahan
SP06 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Koordinasi Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi
IKP01|] Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang kebijakan Bidang Koordinasi Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi 1 Rekomendasi
Kebijakan
7198 Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran 3173.235
01.01 Jumlah Kajian dan Telahaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran 1 Kajian dan telahaan
7199 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial 9.620.000

01.01 Jumlah Kajian dan Telahaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial 1 Kajian dan telahaan




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-134.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4333-1600-0140-0282

Halaman : 3 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
7200 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu 2.180.000
01.01 Jumlah Kajian dan Telahaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu 1 Kajian dan telahaan
Koordinasi Bid P tan Fasilitasi dan Perlind Kesejaht
7201 oordinasi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan 1.215.000
01.01 Jumlah Kajian dan Telahaan Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan 1 Kajiaan dan telahaan
7202 Koordinasi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses 1.215.000
01.01 Jumlah Kajian dan Telaahan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses 1 Kajian dan Telaahan
K inasi Kebijakan K iri ial Ek i
7204 oordinasi Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi 3.143.000
134.01.WA Program Dukungan Manajemen 119.180.999
SPO1 Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib
IKPO1| Indeks Reformasi Birokrasi 78  Nilai Reformasi
Birokrasi
IKP02| Indeks Opini BPK WTP  Indeks
Duk Manaj Int I K terian Koordinator Bid Pemberd M kat
7203 ukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 119.180.999
01.01 Jumlah Telaah Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dihasilkan 1 Telaahan
01.02 Jumlah Kajian dan Telaahan Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan 1 Telaahan
01.03 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal yang terlaksana 1 Layanan
01.04 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang terlaksana 2 Layanan
01.05 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal yang terlaksana 100 Persen
01.06 Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal yang terlaksana 1 Layanan

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

ABD MUHAIMIN ISKANDAR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-134.01-0/2025
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4333-1600-0140-0282

Halaman : 4 dari 4

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

o

ABD MUHAIMIN ISKANDAR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-134.01-0/2025

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman :

DS:4333-1600-0140-0282

1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

Rp.139.727.234.000

134 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
134.01 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

(SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

EE JENIS BELANJA
PAGU/TARGET
NO KODE PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA 22 PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL PE(IB\llIJD/APA'?AN TERCATAT
uB 51 52 53 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10

134.01.CL| Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 0 20.546.235 0 0 20.546.235 20.546.235
01 | DKI JAKARTA 0 20.546.235 0 0 20.546.235 20.546.235
694439 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KP 0 14.546.235 0 0 14.546.235 14.546.235
A00 | RM 0 14.546.235 0 0 14.546.235 14.546.235
694440 | SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL KP 0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.000.000
A00 | RM 0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.000.000
134.01.WA| Program Dukungan Manajemen 45.500.000 67.438.249 6.242.750 0 119.180.999 38.390.890
01 | DKI JAKARTA 45.500.000 67.438.249 6.242.750 0 119.180.999 38.390.890
694439 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KP 45.500.000 60.478.587 6.216.500 0 112.195.087 32.926.808
A00 | RM 45.500.000 60.478.587 6.216.500 0 112.195.087 32.926.808
694440 | SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL KP 0 6.959.662 26.250 0 6.985.912 5.464.082
A00 | RM 0 6.959.662 26.250 0 6.985.912 5.464.082
TOTAL 45.500.000 87.984.484 6.242.750 0 139.727.234 58.937.125
RM 45.500.000 87.984.484 6.242.750 0 139.727.234 58.937.125

PENDAPATAN 0

KETENTUAN Jakarta, 02 Desember 2024

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

o

ABD MUHAIMIN ISKANDAR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-134.01-0/2025
I1l. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:4333-1600-0140-0282

Halaman :

1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI

3.

PAGU

B. RENCANA PER PROGRAM

134 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

134.01 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Rp.139.727.234.000

(SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

(dalam ribuan rupiah)

NO| KODE URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS [SEPTEMBER| OKTOBER |NOPEMBER | DESEMBER
1 [134.01.CL | Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
RENCANA PENARIKAN DANA 20.546.235 1.211.795 1.461.899 1.604.899 1.694.899 1.771.554 1.773.538 1.716.795 1.844.795 1.766.795 1.894.795) 1.844.795 1.959.675
2 [134.01.WA | Program Dukungan Manajemen
RENCANA PENARIKAN DANA 119.180.999 9.359.774 9.944.774 10.044.774 10.063.374 10.044.774 9.944.774 9.931.622 9.870.802 9.923.972 9.923.972 10.023.972 10.104.417
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 139.727.234 10.571.569 11.406.673 11.649.673 11.758.273 11.816.328 11.718.312 11.648.417 11.715.597 11.690.767 11.818.767 11.868.767 12.064.092
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Jakarta, 02 Desember 2024

b |

(

ABD MUHAIMIN ISKANDAR
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